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1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan didirikan pertama kali dengan menggunakan nama PT. Panin Sekuritasindo
berdasarkan Akta Pendirian No. 369 tanggal 27 Juli 1989 juncto Akta No. 59 tanggal 04
September 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di
Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui
Surat Keputusan No. C2-8438.HT.01.01.Th 89 tanggal 07 September 1989 di bawah
No. 1300/1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90
tanggal 10 November 1989, Tambahan No. 2985/1989. Anggaran dasar telah mengalami
beberapa kali perubahan dan berdasarkan Akta No. 105 tanggal 12 Juni 1995 juncto Akta
No. 205 tanggal 27 Juni 1995 dan akta tersebut dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH,
Notaris di Jakarta yang mana Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 3 Tanggal 08 Januari 1996, Tambahan No. 348/1996, nama Perusahaan
kembali diubah menjadi “PT Panin Sekuritas”.

Perusahaan bergerak di bidang Kegiatan Perantara Pedagang Efek, Kegiatan Penjamin
Emisi Efek dan Kegiatan Manajer Investasi. Dalam melaksanakan usahanya, Perusahaan
telah memiliki Izin dari Regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yaitu:

« |zin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-38/D.04/2014 tanggal 21 Agustus
2014

o |zin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-39/D.04/2014 tanggal 21
Agustus 2014

Perusahaan telah memperoleh izin usaha Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek sebagai
Penatalaksana (Arranger) Medium Term Notes (MTN) dari OJK melalui Surat OJK Nomor
S-1086/PM.21/2018 tanggal 20 September 2018.

Sementara untuk Kegiatan Manajer Investasi dilakukan oleh anak Perusahaan melalui
PT. Panin Asset Management yang telah memiliki Izin dari OJK (dh/BAPEPAM-LK) dengan
Izin Nomor KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Perusahaan berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange
Building) Tower I, Suite 1705, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 14 September 1989.

Sebagai penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perusahaan wajib menerapkan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan memiliki
Pedoman untuk melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, Perusahaan menyusun
Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Dengan dibuatnya pedoman ini, maka Perusahaan memiliki suatu rujukan/pedoman baku
bagi penerapan dan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam kegiatan operasmnal sehari-hari terkait
kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.
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Tujuan

Meminimalisasi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di
Perusahaan termasuk pendanaan kegiatan terorisme serta menciptakan industri Pasar
Modal Indonesia yang sehat, bersih, dan berkembang.

3 Landasan Pelaksanaan

Pelaksanaan dan penerapan prinsip ini berdasar pada:

+ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

« Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

« Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

« Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa
Keuangan; dan

« Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa
Keuangan.

4, Definisi

(1) Perusahaan
PT Panin Sekuritas Thk yang merupakan penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal
dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Perantara
Pedagang Efek serta Penjamin Emisi Efek.

(2) Nasabah
Pihak yang menggunakan jasa Perusahaan dalam rangka kegiatan investasi di Pasar
Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening efek.

(3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor

Industri Keuangan Non Bank.
(5) PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha
sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi,

serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

by
1



PaninSekuritas

Publicly Listed Company and Member of Indonesia Stock Exchange

(6)

(8)

©)

Walk in Customer (WIC)

Adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor
Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di
Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau
penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

Uji Tuntas Nasabah/Customer Due Dilligence (CDD)

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan
untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi
Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Uji Tuntas Lanjut/Enhanced Due Diligence (EDD)
Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Perusahaan terhadap calon nasabah,
Nasabah, WIC, yang berisiko tinggi.

Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customer)

Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki
risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme.

(10)  Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business)

Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan Pencucian Uang
dan/atau sarana Pendanaan Terorisme.

(11)  Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Setiap orang yang:

a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan
rekening Nasabah;

b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan di

Perusahaan (ultimately own account),

Mengendalikan transaksi nasabah;

Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;

Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau

Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum

atau berdasarkan suatu perjanjian.

~pao

(12)  Pejabat Senior

Adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti
Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam hal ini
mencakup minimal Kepala Divisi, Kepala Cabang, atau setingkat yang memiliki
keterkaitan dengan penerapan program APU dan PPT.

(13)  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas
Tindak Pidana Pencucian Uang.
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Pencucian Uang adalah:

a. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
Tindak Pidana. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil Tindak Pidana.

Pendanaan Terorisme

Adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan,
atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud
untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan
terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.

Pemblokiran

Adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran,
penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu
tertentu.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah:

a. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan,
atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan
maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana
Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

b. Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan
untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena
melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

c. Sefiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana
disebutkan pada poin a di atas.

Tindak Pidana Terorisme
Adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana

terorisme.

Setiap Orang
Adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang
bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.

Transaksi
Adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewsjiban atau
menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
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Transaksi Keuangan

Adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,
penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan
lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasanaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang;

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak
pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana.

Harta Kekayaan

Adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:

a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui
akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau

b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris
dan/atau organisasi teroris.

Dana

Adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam
bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti
kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut termasuk
tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh
bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat
pengakuan utang.

Korporasi
Adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang
merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum, antara lain:

Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi non profit; dan
Organisasi kemasyarakatan

a. Perusahaan;

b. Yayasan;

c. Koperasi;

d. Perkumpulan keagamaan;
e. Partai politik;

f.

g.
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(25.a) Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

31

Adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional
dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan
hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.

Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)
Adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.

Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries)

Adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
a. Terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang;

b. Dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime), dan/atau

c. Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

Lembaga Negara
Adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau

legislatif.

Instansi Pemerintah

Adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas
dan fungsinya, meliputi:

Kementerian koordinator;

Kementerian negara;

Kementerian;

Lembaga Negara non kementerian;

Pemerintah propinsi;

Pemerintah kota;

Pemerintah kabupaten;

Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan
Lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan
menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan belanja daerah.

@M AP DD

Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person — PEP) meliputi:

a. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting
(prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau
pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer atau
pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada Perusahaan yang
dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;

b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi
penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau
pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau
pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada Perusahaan yang
dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan

c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent
function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi
antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

Konglomerasi Keuangan (Financial Group)
Adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan

kepemilikan dan/atau pengendalian.
6 %
—/

i)
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Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

NSXSSEr®ONODOS3I~ AT TA@™0R00TD

Korupsi;

Penyuapan;

Narkotika;

Psikotropika;
Penyelundupan tenaga kerja;
Penyelundupan migran;
Di bidang perbankan;

Di bidang pasar modal;
Di bidang perasuransian;
Kepabeanan;

Cukai;

Perdagangan orang;

. Perdagangan senjata gelap;

Terorisme;

Penculikan;

Pencurian;

Penggelapan;

Penipuan;

Pemalsuan uang;

Perjudian;

Prostitusi;

Di bidang perpajakan;

Di bidang kehutanan;

Di bidang lingkungan hidup;

Di bidang kelautan dan perikanan; atau
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau
lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesiadan tindak pidana tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta Kekayaan yang diketahui atau atau patut diduga akan digunakan dan/atau
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi
teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.

==

<
—
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1.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Pejabat Penanggung Jawab

Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, Perusahaan melalui Direksi menetapkan
serta mengangkat Pejabat Penanggung jawab program APU dan PPT. Pejabat
sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT yang ditunjuk memiliki kemampuan
yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi
lainnya yang terkait. Pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal ini adalah Kepala Divisi
Kepatuhan.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau
tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, Negara atau Area
Geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);

b. Penilaian risiko wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana
Pencucian Uang dan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan
Terorisme secara nasional (National Risk Assessment) dan secara sektoral (Sectoral
Risk Assessment),

c. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau

tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area

geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);

Mendokumentasikan penilaian risiko;

e. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan
program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko
berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan
pertimbangan dan persetujuan Direksi;

f. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan
menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan
oleh Nasabah;

g. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam
huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain
produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha
Perusahaan, volume transaksi Perusahaan, dan modus Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme;

h. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data
yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;

i. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;

j. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk
memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan,

k. Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar
negeri;

. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;

m. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
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n. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana
Pencucian Uang danfatau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara
efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan serta ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK ini;

0. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait
kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan
program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan
ketentuan anti tipping-off,

p. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja
terkait;

g. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan
program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan sumber informasi yang memadai;

r. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang
disampaikan oleh satuan kerja;

s. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai,
dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

t. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT
terlaksana dengan baik; dan

u. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang
penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai Perusahaan.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang sebagai
berikut:

a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit
organisasi Perusahaan;

b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh
unit kerja terkait;

c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan
program APU dan PPT; dan

d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau
transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi,
Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris,
secara langsung kepada PPATK.
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1.

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH

Proses |dentifikasi dan Verifikasi

Perusahaan wajib meminta data dan informasi kepada calon nasabah dan/atau nasabah
yang telah mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek. Proses identifikasi dilakukan
dengan membandingkan isian formulir dengan data dan informasi yang diberikan oleh calon
nasabah dan/atau nasabah serta memastikan bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek
telah diisi dengan lengkap.

Proses verifikasi dilakukan oleh karyawan yang berbeda dengan karyawan yang menangani
saat proses identifikasi awal. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh Perusahaan bersifat
independen dan memastikan tidak adanya profil nasabah yang tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya dan/atau fiktif (tidak benar).

Dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah, maka Perusahaan
akan melakukan:
a. Pertemuan langsung (face te face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan
hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah; atau
b. Pertemuan langsung (face fo face) sebagaimana dimaksud pada poin a. (di atas) dapat
digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik Perusahaan atau milik pihak
ketiga yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dimana
persyaratan dan tatacara kerjasama dengan pihak ketiga ini diatur dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan; atau
c. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat digantikan melalui
proses dan sarana elektronik milik Perusahaan dan/atau milk Calon Nasabah serta
memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentifikasi yakni:
i. What you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu
Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
ii. What you are, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Calon
Nasabah.

Hal yang Perusahaan Perhatikan:

(1) Memastikan bahwa dokumen yang disampaikan oleh Calon Nasabah dan/atau Nasabah
merupakan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan
independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini;

(2) Perusahaan wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas
nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi
dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut;

(3) Verifikasi sebagaimana disebutkan pada poin (1) wajib didasarkan pada risiko Pencucian
Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian
risiko yang dilakukan oleh Perusahaan dan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK;

(4) Perusahaan dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan
meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data,
informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima;

(5) Dalam hal terdapat keraguan, Perusahaan wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk
memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang untuk  memastikan  kebenaran identitas  Calon Nasabah;
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(6) Perusahaan wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan/atau
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang
diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya (pihak yang dapat memberikan atau
menyediakan informasi sebagai sumber verifikasi), apabila Calon Nasabah memiliki
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon
Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC;

(7) Dalam hal Perusahaan telah menerapkan prosedur manajemen risiko, Perusahaan
dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi
sebagaimana dimaksud pada poin (6) selesai;

(8) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diselesaikan sesegera
mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan Perusahaan, dengan
memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola
secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan
usaha secara normal.

2. Klasifikasi Calon Nasabah dan Nasabah
Perusahaan melakukan pengklasifikasian Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok
Orang Perseorangan (natural person), Korporasi, dan perikatan lainnya (legal arrangement).
Dari setiap kategori tersebut Perusahaan mensyaratkan Calon Nasabah atau Nasabah untuk
memberikan data dan informasi serta dokumen sebagai berikut:
A. Orang perseorangan (natural person):
(1) Data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu:
a. Nama;
Nama Lengkap yang terdiri dari "Nama Depan”, "Nama Tengah”, "Nama
Belakang”, dan "Nama Alias” (jika ada);
b. Nomor dokumen identitas;
c. Alamat;
Alamat terdiri dari alamat sesuai dengan kartu identitas dan alamat tinggal
terkini.
d. Tempat dan tanggal lahir;
e. Jenis kelamin; dan
f. kewarganegaraan;
(2) Alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
(3) Nomor telepon;
(4) Status perkawinan;
(5) Pekerjaan;
Nama tempat kerja/usaha;
Profesi dari nasabah ybs;
Jenis/ bidang usaha;
Karakteristik Perusahaan;
Masa kerja dari nasabah yang bersangkutan;
Jabatan; dan
Alamat surat elektronik (email);
(6) Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
(7) Rata-rata penghasilan per tahun;
(8) Sumber dana;
(9) Maksud dan tujuan investasi;
(10) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon
Nasabah;
(11) Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada); dan
(12) Nama bank dan nomor rekening.
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Data dan informasi di atas harus disertai dengan spesimen tanda tangan dan dokumen

pendukung sebagai berikut:

(1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, bagi Warga Negara Indonesia;

(2) Fotokopi Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), bagi Warga Negara
Asing; dan

(3) Fotokopi Halaman Depan dari Buku Tabungan (yang terdapat nama dan nomor
rekening dan cabang bank pembuka rekening)

Terkait dengan pembukaan rekening efek perseorangan selain data pemegang rekening
efek diwajibkan pula bagi calon nasabah untuk memberikan data informasi keluarga
pemegang rekening efek. Hal ini diperlukan terutama bagi nasabah yang bila dilihat dari
profil nasabahnya tidak ataupun kurang memiliki data jelas terkait penghasilan tahunan
pemegang rekening efek.

Calon Nasabah atau Nasabah yang termasuk kriteria diatas antara lain ibu rumah
tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan dan atau investor/pemain saham profesional.
Data mengenai informasi keluarga ini pun memiliki format yang sama dengan format
permintaan data Calon Nasabah atau Nasabah perorangan.

B. Bagi Calon Nasabah Korporasi

(1) Nama;

(2) Nomor izin dari instansi berwenang;

(3) Bidang usaha atau kegiatan;

(4) Alamat kedudukan;

(5) Nomor telepon;

(6) Tempat dan tanggal pendirian;

(7) Bentuk badan hukum atau badan usaha;

(8) Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (bila ada);

(9) Sumber dana;

(10) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon
Nasabah; dan

(11) Nama Bank dan Nomor Rekening.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:
(1) Bagi Nasabah Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan
usaha kecil:

a. ldentitas perusahaan;

b. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai
wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan
hubungan usaha dengan perusahaan;

c. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang.

(2) Bagi Nasabah Korporasi yang merupakan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan
berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil:
a. ldentitas perusahaan;
b. Akta pendirian/anggaran dasar,
¢. lzin usaha dari instansi yang berwenang;
d. Spesimen tanda tangan penerima kuasa (jika dikuasakan kepada selain
Direksi);
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e. Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa, guna
bertindak untuk dan atas nama calon nasabah atau nasabah dalam
berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan
dengan rekening efek calon nasabah (jika dikuasakan kepada selain Direksi);

f. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Surat izin tempat usaha dan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;

Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;

Struktur manajemen perusahaan;

Struktur kepemilikan atau struktur pendiri perusahaan;

Dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi

yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha; dan

i. Dokumen mengenai pengendali akhir.

A oT @

Bagi Nasabah Korporasi Berbentuk Yayasan:

a. Fotokopi izin bidang kegiatan yayasan;

b. Deskripsi kegiatan yayasan;

c. Struktur dan nama pengurus yayasan; dan

d. Fotokopi dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili
yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan
di Sektor Pasar Modal.

Bagi Nasabah Korporasi Selain PJK dan Yayasan Baik Yang Merupakan Badan
Hukum, Maupun Bukan Badan Hukum:

a. Fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang;

b. Nama Korporasi;

c. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(AD/ART); dan
d. Fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili badan hukum
dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor

Pasar Modal.

Setelah data di atas di terima oleh Perusahaan, maka pembukaan rekening efek dapat
disetujui hanya jika Perusahaan memiliki keyakinan akan kebenaran identitas dan
kelengkapan dokumen yang diterima.

C. Bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement)

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

Nama;

Nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);

Alamat kedudukan;

Bentuk perikatan (legal arrangement);

Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (bila ada);

Sumber dana; dan

Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon
Nasabah.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

A.
B.
C.

Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;

Nama perikatan;
Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika

ada); dan

13
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D. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (legal
arrangement) dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

D. Bagi Walk In Customer (WIC)

Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC,

Perusahaan sekurang-kurangnya meminta:

(1)  Seluruh informasi, data, dan dokumen sebagaimana disebutkan dalam poin A, B,
dan C bagi WIC orang perseorangan (natural person), Korporasi, maupun
perikatan lainnya (legal arrangement) yang melakukan transaksi paling sedikit
Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau yang nilainya setara, baik yang
dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari
kerja;

(2) Bagi WIC orang perseorangan (natural person) yang melakukan transaksi kurang
dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau nilai yang setara:

i. Nama;
Nama Lengkap yang terdiri dari "Nama Depan”, "Nama Tengah”, "Nama
Belakang”, dan "Nama Alias” (jika ada),

ii. Nomor dokumen identitas

ii. Alamat;
Alamat terdiri dari alamat sesuai dengan kartu identitas dan alamat tinggal
terkini.

(3) Bagi WIC Korporasi dan perikatan lainnya (legal arrangement) yang melakukan
transaksi kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau nilai yang setara:
i. Nama; dan
ii. Alamat kedudukan.

E. Bagi Calon Nasabah Berupa Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Lembaga
Internasional, dan Perwakilan Negara Asing;
(1) Nama Lembaga, Instansi, atau Perwakilan tersebut;
(2) Alamat kedudukan Lembaga, Instansi, atau Perwakilan tersebut.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

(1) Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau
perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; dan

(2) Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau
perwakilan dalam melakukan hubunga usaha.

Seluruh proses verifikasi, pengklasifikasian, serta permintaan data/informasi dan dokumen
sebagaimana disebutkan pada poin A, B, C, D, dan E merupakan satu kesatuan dalam
proses Customer Due Diligence (CDD) di Perusahaan.

3. Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD)
A. Pelaksanaan CDD

Perusahaan melakukan prosedur CDD (Customer Due Diligence) sebagaimana

dijelaskan pada romawi lll angka 2 pada saat;

a.  Akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;

b.  Melakukan hubungan usaha dengan nasabah;

c. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing
yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta
Rupiah);
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d.

e.

Terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan
Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;

Terdapat keraguan akan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung
yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner).

B. Pelaksanaan CDD (Customer Due Diligence) Sederhana

(1)

)

Perusahaan menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari Prosedur CDD
sebagaimana dimaksud dalam romawi Ill angka 2 terhadap Calon Nasabah atau
transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorisme tergolong rendah dan memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. Calon Nasabah berupa emiten atau Perusahaan publik yang tunduk pada
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk
mengungkapkan kinerjanya;

b. Calon Nasabah Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah;

c. Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;

d. Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan;
dan/atau

e. Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang
dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon
Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Contohnya adalah sebagai
berikut:

i. Calon Nasabah merupakan penerima Efek dalam rangka employee stock
ownership program (ESOP) dan/atau management stock ownership
program (MSOP) dari emiten atau Perusahaan publik;

ii. Calon Nasabah merupakan pihak yang melakukan pemesanan efek di
pasar perdana paling banyak senilai Rp100.000.000,- (seratus juta
Rupiah);

iii. Calon Nasabah dan/atau Nasabah berupa Perusahaan publik.

Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud,

Perusahaanakan meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi Calon Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a
dan/atau huruf b, Perusahaan meminta informasi sekurang-kurangnya:

i. Nama; dan
ii. Alamat kedudukan.

b. Bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement) yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan/atau huruf b,
Perusahaan meminta informasi sekurang-kurangnya:

i. Nama;dan
ii. Alamat kedudukan.

c. Bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, Perusahaan meminta informasi sekurang-kurangnya:

i. Nama lengkap;

ii. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal
lain (jika ada);

ii. Tempat dan tanggal lahir; dan

iv. Pekerjaan.
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3)

(4)

©)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan:

a. Dokumen identitas Perusahaan dan dokumen identitas anggota Direksi atau
pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili Perusahaan,
bagi Calon Nasabah Korporasi berupa Perusahaan yang tidak tergolong usaha
mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan/atau huruf b; atau

b. Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat
memberikan keyakinan kepada Perusahaan tentang profil Calon Nasabah
tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Prosedur CDD Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorisme atau tingkat risikonya meningkat.

Perusahaan membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan
CDD sederhana.

C. Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PEP Asing, selain menerapkan
proses CDD sebagaimana diatur di bab Ill ayat 4, Perusahaan wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

(1
)

@)

4)

Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP;

Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan

Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tersebut. Wewenang dari

pejabat senior sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya adalah:

a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah, Nasabah,
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi;
dan

b. Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha
dengan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau
WIC yang tergolong berisiko tinggi.

Melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi

mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sumber dana, dan

sumber kekayaan; dan

Pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui

peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

D. Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi
penting (prominent function) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses
CDD sebagaimana diatur diatur di bab Ill ayat 4, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

(1M
(2)

Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP;

Dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK
dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut, PJK wajib
menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (1).

2@
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E. CDD (Customer Due Diligence) Pihak Ketiga
Berdasarkan Peraturan OJK nomor 17/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan,
Perusahaan dapat menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan proses identifikasi dan
verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD. Di mana penunjukan tersebut
dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Namun demikian, penunjukan dan kesepakatan
tertulis tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab CDD pada Perusahaan.

Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa:

a. Penyedia Jasa Keuangan lain di dalam negeri;

b. Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal di luar negeri; dimana pihak ketiga ini
telah menjalankan program APU dan PPT secara efekiif sesuai dengan rekomendasi
Financial Action Task Force (FATF); dan

¢. Pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan, dimana
prosedur CDD harus mengikuti kebijakan yang ada di Perusahaan.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas harus memenuhi persyaratan dibawah ini:

+  Memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

«  Memiliki kontrak kerja sama dengan Perusahaan;

« Bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan
segera apabila dibutuhkan oleh Perusahaan;

. Tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries).

Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Perusahaan menyadari bahwa ada kalanya suatu Rekening Efek yang dimiliki oleh Nasabah

terdapat pihak lain yang berkepentingan di belakangnya. Dalam rangka memastikan Calon

Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi

bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),

maka Perusahaan menerapkan kebijakan:

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner), Perusahaan juga akan melakukan CDD terhadap Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner).

(2) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP maka prosedur
yang diterapkan adalah prosedur Enhance Due Diligence (EDD) paling kurang berupa:

a. Analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner);dan
b. Mendapatkan informasi perihal sumber dana, dan sumber kekayaan.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC

dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti risiko

yang lebih tinggi.

Apabila Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner), proses identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) antara
lain berupa:

(1) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang
merupakan orang perseorangan (natural person), identifikasi dan verifikasi identitas
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan terhadap informasi berupa:

a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
1) nama lengkap termasuk nama alias;
2) nomor dokumen identitas;
3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain;
4) tempat dan tanggal lahir;
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@)
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4

(®)

(6)

(@)

5) kewarganegaraan,

6) pekerjaan;

7) alamat dan nomor telepon tempat kerja;

8) jenis kelamin; dan

9) status perkawinan;

sumber dana;

penghasilan rata-rata per tahun;

maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;

Hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat

perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya;

f.  Pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas
maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);

paoo

Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang
merupakan Korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner) dari Korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada
penjelasan pada Romawi lll angka 4 angka (1) di atas;

Bagi Nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi merupakan Perusahaan
Terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali
Korporasi dimaksud, atau anak Perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Perusahaan
Terbuka tersebut, Perusahaan tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap
data pemegang saham atau Pemilk Manfaat (Beneficial Owner) dari Perusahaan
Terbuka tersebut.

Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC

perikatan lainnya (/legal arrangement) berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan terhadap informasi berupa:

a. identitas penitip harta (settlor);

b. identitas penerima dan pengelola harta (frustee);

c. identitas penjamin (protector) (jika ada);

d. identitas penerima manfaat (Beneficiary Owner) atau kelas penerima manfaat (class
of beneficiary); dan

e. orang perseorangan (natural person) yang mengendalikan frust.

Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC
perikatan lainnya (legal arrangement) dalam bentuk lainnya, wajib melengkapi dokumen
berupa identitas orang perseorangan (natural person) yang mempunyai posisi yang
sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada angka (4) di
atas.

Dalam hal Perusahaan ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui
kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau dalam hal tidak
terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan,
Perusahaan akan melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang
perseorangan, jika ada yang mengendalikan Korporasi atau legal arrangements melalui
bentuk lain.

Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (8) di atas,
Perusahaan akan melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang
perseorangan yang relevan memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan
dengan jabatan tersebut.
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(8)

(9)

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri
yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dokumen
mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat berupa pernyataan tertulis dari
Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang
menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK
No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan atau dengan Pedoman ini, yang mewakili Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa
pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.

(10)  Sebaliknya, apabila penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada

angka (9) di atas, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan
Peraturan OJK dan Pedoman ini, maka PJK dimaksud wajib menerapkan program
APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK dan Pedoman ini.

(11)  Dalam hal Perusahaan meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik

Manfaat (Beneficial Owner), Perusahaan akan menolak untuk melakukan hubungan
usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

(12)  Penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana disebutkan pada angka (1) - (11)
di atas, tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa:

a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;

b. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau

¢. Perusahaan publik atau emiten.

(13)  Ketentuan perihal pelaksanaan EDD kepada Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner), atau WIC yang berisiko tinggi juga berlaku pula bagi anggota keluarga atau
pihak yang terkait (close associates) dari PEP yang merupakan Nasabah atau Calon
Nasabah Perusahaan.

5 Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko

Perusahaan melakukan pengelompokan Nasabah berdasarkan risiko Calon Nasabah atau
Nasabah tersebut melakukan tindakan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:

T @meaeow

Identitas Nasabah;

Lokasi usaha bagi Nasabah Perusahaan;

Profil Nasabah;

Frekuensi transaksi;

Kegiatan usaha Nasabah;,

Struktur kepemilikan bagi Nasabah Perusahaan;

Produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh Nasabah;
dan

Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.
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Perusahaan memiliki dua kelompok Calon Nasabah atau Nasabah, yakni berisiko tinggi dan
berisiko rendah.

A. Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi

Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner), atau WIC adalah sebagai berikut:

(1

()

a.

Latar belakang atau profi Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk
Customers);

Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai
sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme,

Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk
Countries);

Transaksi tidak sesuai dengan profil;

Termasuk dalam kategori PEP;

Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),
atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);

Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah,
Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara
Berisiko Tinggi (High Risk Countries);

Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),
atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan daftar
pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau

Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor
jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana
Pendanaan Terorisme.

Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko
tinggi sebagaimana disebutkan pada angka (1), Perusahaan melakukan EDD
(Enhanced Due Diligence) antara lain sebagai berikut:

a.

Membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan
dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon
Nasabah;

Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon nasabah atau Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner) yang didasarkan pada kebenaran informasi,
kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, jika calon
nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah
dengan pihak ketiga, jika calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);

Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili
atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika
calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);

Melakukan pertemuan langsung (face to face) sebelum melakukan hubungan
usaha dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah
dengan dokumen asli;

Melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini
keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas
informasi dan / atau dokumen pendukung yang diterima; dan
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g. Melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap
informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan investasi, dan hubungan
bisnis dengan pihak terkait.

(3) Dalam hal Perusahaan melakukan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan
transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) yang
dipublikasikan ~ oleh  FATF  untuk dilakukan  langkah pencegahan
(countermeasures), maka Perusahaan melakukan EDD dan meminta konfirmasi
serta klarifikasi kepada otoritas terkait (PPATK).

(4) Apabila Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC
tidak masuk dalam kriteria sebagaimana disebutkan pada poin (1) maka pihak
sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai Nasabah berisiko rendah untuk
melakukan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

B. Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Rendah
(1) Kriteria berisiko rendah dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner), atau WIC adalah sebagai berikut:
a. Tidak termasuk dalam kriteria Calon Nasabah atau Nasabah berisiko tinggi
sebagaimana disebutkan pada huruf A angka (1);
b. Sesuai dengan kriteria sebagaiman dijelaskan pada romawi Ill angka 4 huruf B
angka (1).

(2) Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko
rendah, Perusahaan wajib:
. Meneliti kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon Nasabah atau
Nasabah berdasarkan dokumen pendukung; dan
. Memastikan data dan informasi tersebut adalah data terkini.

6. Tata kelola Administrasi dan Penatausahaan Dokumen

Dalam hal menatausahakan dokumen, Perusahaan menerapkan

(1) Wajib menatausahakan:

a. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling
kurang 5 (lima) tahun sejak:

i. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
ii. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau
tujuan usaha;

b. Dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan
jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen
Perusahaan.

(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud
pada angka (1) di atas, paling kurang meliputi:

a. ldentitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;

b. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang
digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor
rekening yang terkait dengan transaksi;

c. Hasil analisis yang telah dilakukan; dan

d. Korespondensi dengan Nasabah atau WIC.

(3) Keseluruhan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi
Keuangan Mencurigakan tersebut wajib disimpan di tempat/lokasi yang aman dan
terkunci dengan baik. Hanya petugas/ karyawan yang berwenang saja yang dapat
mempunyai akses ke dokumentasi tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan
kebocoran informasi milik Perusahaan.
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(4)

Perusahaan bersedia untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang
ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Perusahaan
diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.

7. Pengkinian dan Pemantauan

(1)

)

3

(4)

(6)

(6)

Perusahaan dengan meggunakan sistem akan melakukan pemantauan terhadap

hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk

memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Perusahaan
atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.

Sistem sebagaimana dimaksud adalah yang dapat:

a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif
mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh
Nasabah; dan

b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas
Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi,
serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Perusahaan senantiasa melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada romawi lll angka 3 ayat (2) dalam hal terdapat
perubahan yang diketahui dari pemantauan Perusahaan terhadap Nasabah atau
informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap upaya pengkinian data
sebagaimana dimaksud akan dilakukan pendokumentasian;

Dalam melakukan pengkinian data, Perusahaan menyusun laporan rencana pengkinian
data pada awal tahun serta laporan realisasinya di akhir tahun. Setiap laporan tersebut
diketahui dan disetujui oleh Direksi. Laporan rencana kegiatan pengkinian data
sebagaimana disebutkan pada angka (3) di atas disampaikan kepada OJK setiap tahun
paling lambat akhir bulan Desember. Sementara, Laporan Realisasi Pengkinian Data,
disampaikan kepada OJK setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode
pelaporan berakhir.

Dalam hal melakukan pengkinian data, Perusahaan akan memperhatikan materialitas
dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui reviu terhadap
profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang
telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.

Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan
penjelasan yang meyakinkan, maka Perusahaan melaporkan Transaksi Keuangan
Mencurigakan tersebut kepada PPATK.

Dalam rangka pemantauan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner), dan WIC, Perusahaan melakukan pemeliharaan daftar terduga teroris dan

organisasi teroris, serta daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di saat

yang sama Perusahaan senantiasa melakukan:

a. lIdentifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan
nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum
dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

b. Apabila hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam
daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan wajib memastikan kesesuaian identitas
Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait; dan
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c. Apabila dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi
lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi
teroris, serta daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan
akan melakukan pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

d. Perusahaan tidak akan menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana
kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi/Perusahaan yang identitasnya
tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar
pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

8. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha
(1) Perusahaan menyatakan menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah

()

@)

(4)

(%)

(6)

dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:
a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait
dengan penerapan program APU dan PPT;

b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini;

¢. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;

d. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;

e. Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan
rekeningnya digunakan oleh shell bank; dan/atau

f  Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar

pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

g. Perusahaan tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen
Calon Nasabah atau Nasabah; dan/atau

h. Rekening efek menggunakan anonim atau nama fiktif/palsu.

Perusahaan menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan

usaha dengan Nasabah sekurang-kurangnya dalam hal:

a. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas terpenuhi;

b. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga
berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau

c. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar
pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Perusahaan melalui divisi terkait tetap akan menyelesaikan proses identifikasi dan
verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial
Owner), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah
dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka (1) huruf ¢ dan d.

Dalam hal Perusahaan menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak
pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan Perusahaan meyakini bahwa
proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off,maka Perusahaan menghentikan
prosedur CDD dan akan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut
kepada PPATK.

Perusahaan tetap melakukan pendokumentasian Calon Nasabah, Nasabah atau WIC
yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) di atas.

Perusahaan akan melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana
dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3) dalam laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
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(7) Kebijakan Perusahaan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan
usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah dicantumkan
dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.

(8) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka
(2), Perusahaan juga melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah
mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

(9) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka (1),
Nasabah tidak mengambil sisa dana dan/atau Efek yang tersimpan di Rekening Efek
maka penyelesaian terhadap sisa dana dan/atau Efek Nasabah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Iv. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

1. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
program APU dan PPT. Pengawasan atas pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan
secara ketat dan berjenjang termasuk sejak saat pertama kali nasabah melakukan pengisian
awal Formulir Pembukaan Rekening Efek sampai dengan saat nasabah melakukan aktivitas
transaksi yang selalu terpantau menggunakan sistem pengawasan transaksi.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program APU dan PPT,

Direksi berkewajiban untuk:

a. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedurserta penerapan
program APU dan PPT;

b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT kepada
Dewan Komisaris;

c. Memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab
terhadap penerapan program APU dan PPT;

e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja khusus dan/atau pejabat yang
ditunjuk dalam menerapkan program APU dan PPT;

f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU
dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di
sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang
dan/atau Pendanaan Terorisme; dan

g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan
pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program
APU dan PPT secara berkala.

Selain Direksi, Dewan Komisaris juga wajib melakukan pengawasan aktif terhadap

pelaksanaan program APU dan PPT, yaitu meliputi:

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur bersifat strategis yang terkait
dengan penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan
program APU dan PPT; dan

c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Pendelegasian wewenang

Direksi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program APU dan PPTdapat
mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan
atas pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait program APU dan PPT. Pejabat
yang ditunjuk dapat mengatur dan mengarahkan unit/divisi yang terkait, untuk melaksanakan
program APU dan PPTsecaraefektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
berlaku.
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3.

Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam pelaksanaan program APU dan PPT dimulai saat nasabah pertama
kali melakukan pengisian formulir pembukaan rekening efek dan menyerahkan dokumen
pendukungnya, lalu proses identifikasi dan pemeriksaan dokumen pendukung, dan proses
verifikasi sampai dengan data nasabah masuk ke dalam database Perusahaan. Seluruh
proses tersebut terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga proses pelaksanaan program
APU dan PPT dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sistem Pengawasan Internal termasuk pelaksanaan Audit Internal

A. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Antara lain dibuktikan
dengan:
a. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai,
b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan
penerapan program APU dan PPT; dan
c. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan keefektifan
penerapan program APU dan PPT.

B. Divisi Audit Internal dan Divisi Compliance memiliki kewajiban dalam melakukan
pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT. Pengujian
dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapang berupa pelaksanaan audit
kepatuhan dengan mengambil contoh secara acakbukti pelaksanaan program APU dan
PPT. Pelaksanaan audit kepatuhan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Minimum
dalam 1 (satu) tahun harus dilakukan pemeriksaan lapang sebanyak 2 (dua) kali.

Fokus pemeriksaan akan dipilih secara acak dan harus dapat mengakomodir semua hal
yang diwajibkan dalam peraturan terkait pelaksanaan program APU dan PPT oleh tiap
unit di Perusahaan.Hasil pemeriksaan kepatuhan ini didokumentasikan dan
disampaikan kepada Direksi terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan
penyempurnaan dan perbaikan bila memang diperlukan.

Pemantauan Rekening Efek dan Pengkinian Data Nasabah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan wajib memiliki sistem pemantauan

yang dapat:

(1) Mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif
mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh
nasabah

(2) Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas
nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi serta
sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Terkait dengan adanya kewajiban pemantauan rekening efek, maka Perusahaan
berkewajiban menerapkan sistem teknologi informasi yang dapat membantu pelaksanaan
pemantauan tersebut. Sekurang-kurangnya pemantauan yang dilakukan terdiri atas:

1. Modul yang mengakomodir penelusuran atas transaksi nasabah termasuk data identitas
nasabah dan data yang terkait proses pengkinian data nasabah.

2. Modul yang mengakomodir mengenai bentuk transaksi nasabah, tanggal dilakukannya
transaksi, jumlah denomisasi transaksi nasabah, serta sumber dana yang digunakan.
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3.

4.

Modul pengelompokan risiko nasabah dengan klasifikasi Low Risk, Medium Risk dan

High Risk.

Modul yang dapat mengakomodir perubahan profil resiko sesuai dengan kriteria yang

termasuk orang yang populer secara politis (politically exposed person), nasabah yang

beresiko tinggi (high risk customer), nasabah yang termasuk usaha yang beresiko tinggi

(high risk business), negarafteritori asal atau domisili nasabah berasal dari negara yang

beresiko tinggi (high risk countries) dan bila profil nasabah termasuk dalam daftar nama-

nama teroris sesuai data yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten.

Modul yang dapat mengakomodir peningkatan nilai transaksi atau naiknya trading limit

yang diberikan secara tiba-tiba.

Modul lain yang terkait sistem pengawasan (surveillance) atas kegiatan transaksi yang

dilakukan oleh nasabah. Modul tersebut antara lain :

a. “Marking The Close” (upaya transaksi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan
harga penutupan di akhir sesi perdagangan)

b. “Wash Sale” (transaksi yang dilakukan sesama nasabah yang diduga tidak merubah
kepemilikan asset dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual
atau menahan efek)

c. “Fake Demand/Supply’ (transaksi yang dilakukan untuk menciptakan volume beli
atau jual semu)

d. “Front Running’ (transaksi atas efek tertentu yang dilakukan karena adanya
informasi adanya transaksi besar atas efek tersebut)

e. “Suspicious Transaction” (penambahan dana yang dilakukan nasabah dalam jumlah
besar tetapi tidak sesuai dengan latar belakang nasabah)

f. “Unusual Transaction” (apabila transaksi nasabah berubah secara signifikan dalam
periode tertentu)

g. “Non-RG Trade” (transaksi diluar pasar reguler)
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PELAPORAN

Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction)

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:

a. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi
dari nasabah;

b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan
untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor;

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor
karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Jika karyawan Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas transaksi
menemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kriteria yang
tersebut diatas maka karyawan tersebut wajib melaporkan temuannya tersebut kepada Divisi
Internal Audit dan Kepatuhan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian
atas temuan tersebut apakah termasuk dalam kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan
(TKM). Hasil temuan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu ke Direksi yang berwenang
untuk kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses pelaporan ke PPATK.

Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction)

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran
dan/atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam)
atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

Terkait dengan jenis transaksi ini, kebijakan Perusahaan adalah tidak mengakomodir atau
menolak melakukanjenis transaksi ini. Semua hal yang terkait dengan penerimaan dana
nasabah dan atau pembayaran atas dana nasabah dilakukan dengan perantara penyedia
jasa keuangan pihak perbankan (dalam hal ini RDN).

Prosedur Pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam hal penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/ atau transaksi
keuangan tunai maka Perusahaanmelalui petugas (karyawan Perusahaan yang ditunjuk
sesuai Surat Keputusan Direksi) yang telah terdata di Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melakukannya melalui cara :

1. Manual, yaitu mengirimkan dokumen fisik (hardcopy) Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan/ Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan format yang diberikan oleh
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Elektronis, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/ Transaksi
Keuangan Tunai secara on-ine dengan mengakses server PPATK dengan
menggunakan user-id dan password yang telah ditentukan oleh PPATK kepada
karyawan yang telah terdata sebagai wakil Perusahaan di PPATK.

3. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dilakukan sesegera
mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Perusahaan mengetahui adanya
unsur TKM.

4. Terkait dengan kewajiban pelaporan oleh Perusahaan maka setiap pelapor dan/atau
saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau
kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
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SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Perusahaan melalui divisi Sumber Daya Manusia (SDM) wajib melakukan prosedur
penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai, dan setelah pegawai tersebut
diterima, maka Perusahaan juga wajib melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka
pengenalan serta peningkatan pengetahuan mengenai Pasar Modal di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan program APU dan PPT, maka Perusahaan berkewajiban:

1. Menyusun program pelatihan terkait APU dan PPT yang dilaksanakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
2. Melaksanakan program pelatihan tersebut diatas sesuai dengan jadwal program yang
telah disusun.
3. Pelatihan sebagaimana dimaksud bertemakan mengenai:
a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program
APU dan PPT,;
b. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan
tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang
dan/atau Pendanaan Terorisme.
4. Melaporkan pelaksanaan program pelatihan terkait program APU dan PPT kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun
pelaksanaan program pelatihan.
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VIL. PENUTUP

Detail pelaksanaan pedoman program APU dan PPT ini dituangkan dalam Standard
Operating Procedure (SOP) PT. Panin Sekuritas Tbk sesuai dengan jenis kegiatannya.

Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Penerapan Program APU dan
PPT ini sekaligus mencakup kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi
risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Demikianlah Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT ini disusun dan wajib
dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan manajemen PT. Panin Sekuritas Tbk dengan

penuh tanggungjawab.

Masa berlaku dan evaluasi :
1) Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2020;

2) Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
Disahkan . di Jakarta
Tanggal : 30 Maret 2020
Ditetapkan oleh,

Direksi PT Panin Sekuritas Tbk.
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Ro hi Lidarjono
Wakil Presiden Direktur

Direktur

Disetujui oleh,
Dewan omifaris PT Panin Sekuritas Tbk.

u’min Ali Gunawan Aries Liman
Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris
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PT Panin Sekuritas Tbk.

Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencenahan Pendanaan Terorisme
Lampiran terkaif pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah :

1. Modus dan Indikator yang dapat terjadi pada kegiatan ¢i Indusiri Pasar Modal yang
dapat dikategorikan sebagal transaksi keuangan yang mencurigakan antara [ain:
s Perubahan kepemilkan saham agar dapat memindahkan kekayaan melintas

hatas negara

s Penebusan investasi jangka-panjang dalam rentang waktu yang singkat

Pemhbukaan beberapa rekening atau rekening atas nama pihak ketiga

Penggunaan rekening pialang sebagai tempal penyimpanan dana jangka

parjang

Memberlakukan transaksi dengan melibatkan kuasa atau pihak ketiga

Keterlibatan dalam manipulasi pasar

Transaksi yang melibatkan rekening dalam berbagai yurisdiksi

Rekening efek yang dimulai oleh satu perantara ke perantara yang |ain tanpa

proses penyelidikan data nasabah atau mengenali pengguna jasa yang memadai

serta dari jurisdiksi yang berisiko tinggi.

s Masabah meiskukan pembelian dalam jumiah besar atau penjualan sfek atau
apsi tidak lama satelah berita dipublikasikan yang mempengaruhi harga efek.

s Masabah diketahui memiliki teman dan keluarga yang bekerja di atau pihak yang
menerbitkan surat berharga.

+ Masahah bardomisili disekitar lokasi vang menerbitkan efak

= Pembelian nasabah tidak sesual dengan profil investasi yang terlihal dari
pendapatan nasabah per tahunnya.

= Rekening nasabah dibuka atau didanai secara signifikan tidak lama sebelum
terjadinya pembelian

s Masabah melakukan jual beli efek berulang dalam jumlah besar yang tidak cair,
berharga rendah atau sulit diberi harga.

s Perusahaan penerbit efek tidak memiliki usaha, pemasukan

2. Sementara indikator yang termasuk kegiatan memanipulasi pasar antara lain -

s Masabah melakukan jual beli efek berulang dalam jumlah besar yang tidak cair,
berharga rendah atau sulit diberi harga.

+ Perusahaan penerbil efek tidak memiliki usaha, pemasukan atau produk yang
jelas

s Perusahaan penerbit efek sering dan terus menerus mengalami perubahan
dalam hal struktur usahanya dan atau sering mengalami perubahan penting
dalam strategi usaha atau jenis usaha

= Pgjabat atau orang dalam Peruzahaan penerbit efek memilki  catatan
pelanggaran dalam peraturan yang berlaku

s Perusahaan penerbit efek pernah menjadi subyek dalam penskoran jusl beli
{trading suspension) sebelumnya.

» Perusahaan penerbit afek lalai dalam membuat pengumuman sesuai dengan
peraturan yang bertaku,

s Transaksi Percsahaan menunjukkan pola penerimaan surat berharga atau
transfer saham masuk yang kemudian dijual dan hasilnya dikinm ke luar

rekening tersebut
o
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s Masgbah menyetorkan sejumish surat berharga dengan  permohonan
menyalurkan sahamnya ke berbagai rekeinig yang tampaknya tidak terkait satu
sama lain atau permohonan menjual atau cara lain memindahkan kepermilikan
saham

s Satu pihak membeli efek dengan harga tinggi dan kemudian menjualnya dengan
kerugian yang cukup berarti kepada pihak lain

s Masabah memindahkan efek di antara berbagai rekening tanpa fujuan usaha
yang jelas

s Masabah melakukan jual beli efek vang diatur sebelumnya atau tidak hersifat
kompetitif, tarmasuk jual beli dengan cara wash atau cross efek yang bersifat
tidak likuid atau berharga rendah.

Indikator lain yang terkait dengan penipuan penawaran efek

» Nasabah membuka rekeing dalam jumizh banyak untuk badan hukum yang sah
yang berbeda-beda yang semuanya dikendalikan sendiri

¢ Masabah menerma giro masuk atau pengiiman uang masuk dari pihak ketiga
yang tidak terkait dengannya

« MNasabah mangalokasikan penyetoran pihak ketiga ke berbagai rekening

¢« Masabah melakukan berbagal pembayaran ke pihak ketiga yang wakiunya
berdekatan dengan penerimaan giro atau pengiriman uang masuk dari pihak
ketiga

s Frofil nasabah fidak menunjukkan sdanya alasan yang sah bagi usahanya
menerima penyetoran dari pihak kefiga

s Girg dan pengiriman uang berpésan atsu  bercatatan bahwa dananya untuk
keperluan investasi,
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presiden dan wakil presiden (atau Kepaia/Wakil Kepala Megara atau A.1. Pasal 30, huruf a., R.2, Pasal 5,
{epaiasWakil Kepala Pemerintahan) R.3. Fasal 1, Ayat. 26, huruf b.
R.41. Pasal 30, huruf a., R.2. Pazal 5,
mentert, wakil renter, dan jabatan yang setingkat menter; iy 5-*&? ity
4 . . b, .
PR I v
ang@ota Majelis Permusyewaratan Rakyat yang meliputi: E:_u::al 2 e Bl L e 70
; R.4. Pasal 33, huruf a., R, 2. Pasal 5,
.1, janggota Dewan Parwakilan Rakyal R.3. Pasal 1, Avat. 26, brf b,
; : R.%. Fasal 33, hunif a., A.2. Pasal 5,
€. 2. janggoeta Dewan Perwalkilan Fagrah; R4, Pasal 1, Aval. 26, i b.
R, Pasal 1, horuf a,, B.2. Pasal 5,
A ok ey packe: Machamets Apug R.3. Pasal 1, Avat. 26, huruf b,
R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 6,
d.llhaium pada semua baden ceradilen; hu?r-uf ‘;_“l T L
I ; R.Z. Pasal 5, 5.3, Pasal 1, Avat, &6,
Hakim Kanstitusi; Fipif B
anggota Komist Yodisial; :ﬁ;:“l Tl Rkl ety
.2, Pasal 5, 8,3, P i, . 26,
angenta Dewan Pertimbangan Presiden; f“i 4 ;“ %Rk Pk, doat 28
R.2. Pasal 5, &.3. Pasal 1, Ayat. 26,
anggoia Badan Pemeriksa Keuvangar; hiinif B ¥
angenta Dewan Gubsmur Bank indanesia; :iu::m 3o Red Pl ) M 36
.2, Pazal 5, A,3. Pasal t, Ayat. 26,
anggota Dewan Komisioner Otontas Jaza Keuangan; ::iuf :sai " ke
.2, Pasal 5, R.%. 1, Ayat, 26,
pimpinan Kormisi Pemberantasan Konepsi, Rmif :ﬂ A Je ke ol Lo
hepala perwakitan Republik Indonesia di luar neger yang berkedudukan 11%.2. Pasal 5, B3 Pasal 1, Ayat. 26,
sebagai duta besar lar biasa dan berlosasa penuh; bt b,
R.2. Pazal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26,
gubernur dan wakll guiemur; ot b
; R.Z. Pasal b, R.3. Pasal 1, Ayat. 26,
hupat atzu walikota; brt b
F.d. Pasal 5, B3, Pasal 1, Ayat- 26,
wakil bupaki ataw wakii walikota; s Ao
R.1. Pasal 33, huruf &, R.2. Pasal 5,
anggoLa Dewan Perwakilan Rakyat Dzerah atau lembaga sejeris di dasrah: dan ®.3. Pasal 1, Ayat, 26, hurut b.
Pirjatal Sevvior df lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung [r.1. Pasal 33, huruf &,
Pejazat yang dianglat berdasarkan Kepwtusan Presiden | [’ Pasal 33, huruf &,
] i B.i. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26,
prlabat negara lainnya yang ditentukan olel wvdang-undang; Kt b
e m R.3. Pasal 1, Ayar. 26,
1 pimpinan instansi pemerintah setirgkat ata setara eselan |; :ju{ ;ﬁl el Fas 1, o
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Lampiren terkait Kategori Calon Nasabah dan Nasabah Berisiks Tingsf

R.1.

SOJK 1o 73/POK.04/2014 tzntang Prirsip l'r'ne-ueml NESdban oleh Tenmmt |

Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
Peraturan Kepala PLsat Pelaporan dan Analisis Tranea<si Keuangan Nomor: PER
R.2.10271_02/5PATKS0Z /15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi
Melakuxan Tindak Fdana Pencucian Uang
w3 BOJK Mo, 12/POJR.0M 2017 tentang Peneraparn Program Ant Pencucian Uang
" |dan Pencegahan Pendasaan Tergrisme di Sektor Jasa Keuargan
BOJE Mo, 23/PDUK. 0N #2019 tentang Perubahan POUK Mo, 12/POUK 01 /2017
F.4. |tentang Feneragan Frogram Anti Fencucian Uang dan Fencegahan Pendanaarn
Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
pejabat yang memiliki fungst strategis meliputi:
direksi, komisarts, eksekutif senio dan pejabat strukzural lainnya cada dedan | (8.7, Pasal 33, huruf 2., RL Pasal 5,
g Usaia Mitik Negara atau Badan Usaha Wil Daerzh; R.3. Dasal 1, Avat. 26, hurut b
R.7. Pasal 5, R.3. Pasal 1, ayat, 26,
b plmzinan perguruan tingei reger; bairus b,
pefacat eselun | dan pejabat lain yang disamakan di lingtumaan sipil. mitier | [R.1. Pasal 22, huruf &, R.2, Pasal 5,
= d fisian; R.3. Pasal 1, Ayat 26, huruf b,
dan kepolisian,
I R.Z. Pasal 5_R.3. Pasal 1, Ayal 2,
d feksa; st b,
R;2. Pasal 5, R.3, Pasal 1, Ayat. 2&,
e peryidik;. haruf b
: R.Z. Pasal 5, A.3. Pasal 1, Avat, 26,
T paritera sengadilan; harufF b
R.2. Pasal b, R.3. Pasal 1, Ayat. 26,
g pimpinan dan bendaharawan provek; hanit b,
. B2, Pazal 5, R.3. Pasal 1, Ayab. 26,
h pejazat yvarg membidang: sekuor minyak dan gas; b b
R.1. Pasal 5, .3, Pasal |, Ayat. 26,
i pejazat yang membidang’ sekror mineral dan batu barva; dan huraf b, i
R.1. Pasal 5, 8.3 Pasal 1, Ayat. 26,
i pimginan kamisi yang dibentuk berdesarkan persturan perundang-undangan; bl b Gl
i pejabat varg berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi k2, Pasal5, &3, Pasal 1, Ayat. 26,
4 uruzan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajiokan e b
menyampaikan Laporan Harta ekayasn Peryelenggara te i
patabat eselon IF dan pejabat lain yang disamakan fungsi sl:raxezis di R.Z. Pasal 5, A.3. Pasal 1, Ayat, 6,
" Lingkungan instans pemerintan dan/ atau lembaga negara; huraf b
" sermus kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan (Kegala kantar R.2, Pasal 5, A.3. Pasal 1, Ayat, 16,
petayanan patak, kantor bes cukai, kantor perhendaharaan negaral; Fiarf b,
- X R.Z. Pasal 5, 7.3, Pasal 1, Ayat, 36,
c pemeriksa boa dan cukai; hurut b
R.Z, Fasal 5, 7.3, Pasal 1, Ayat, 26,
d pemerikse pasak! Errith,
R.1. Pasal 5, 8.3, Pasal 1, Ayal. 26,
& auditcr (Pajak, BPK, BPKE) ; g
R.2. Pasal 5, 8.3, Pasal 1, Avat, 26,
f pejanat yang mengeluarken perjinan; Fiinah
: R.Z. Pasal5, 5.3, Pasal 1, Ayat, 16,
£ pejabat atau kegala unit pelayanan masyarakar; R
R.Z. Pasal 5, 5.3, Pasal 1, Avat, 26,
h pejabat pembeat regulasi; dan bl b
i pejabal yang menduduki jabaten vang ditetaphan oleh pimpinan
instanst sebagal tabatan rawen korepsi, kotusi dan mepotisme
dan diwajibkan menvampaikan Laporan Harta Kekayaan
] Y R.Z. Pasal 5, R_3. Pasal 1, Ayar. 26,
IPem.-elenggam Megara kecada Komis Femberantasan Korupst; R B

0l

g

/ E\Q

i
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7= —_—— — —

E0uM Bo, 22/POUK. D4/ 2014 rentang Prinsip Mengenal Hasabah oleh Penyedia
Jaza Kewangan di Sektor Pasar Medal

Peraturan Kegala Pusat Pelaparan dan Analisis Transaks Keuangan Homor: PER
024 02/PRATHAD2 15 bantang Kategord Pengguna Jasa yang Berpotensi
sielakukan Tindek Fidana Pencucian Uang

*|dar Pencegahan Pendanaan Terorisme di Seldor Jasa Keuan

E0JK Mo, 12/FOJK.01/2017 centang Penecapan Program Antl Percucian Uang

|tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uzng dan Pencegahan Pendanaan

O Mo, 23 /POUK. 01/ 2019 tentans Perubahan POJK Mo, 12/POJE.0N 01T

Terarisme di Sektor Jasa l{euanxan

pergurus partal pelitlk (termasuk eksekutil dan ketuz partal politik) atau
anggota partal politik (level pusar dan dacrah tingkat 1 dan 2);

R.1. Pasel 33, huruf a,, B2, Pasal 5,
R.3. Pasal 1, aymt 26, haruf &

5 |pegabat militer

R.3. Pasel 1. awat 2&, huruf b

Esing

orang yang diben kewenangan wntuk
melalikan fungs penting (prominent function) aleh
negarn lain (asingl, seperti:

kepala negara atau
permerintanan, politsi seniar

F.3. Pasal 1, ayat 26, Ho,

Peiabat Hegara/Pemerintanan [bevrnasus kepzlal,

|B.3. Paszl 1, ayat 25, o,

Politlst Seniar,

R.2. Pasal 1, ayat 26, Mo,

Pejabat Pemerintahan Semor

B3, Pasal i, ayat 25, Heo.

Fejabat Militer atau pejabat di bidang penegaxkan husum

R.3. Paszl 1, ayat 25, Ho,

Eksekutif Senics peds Perusahaan yang dimiliki oleh Megara

[R5 Pasal 1, ayat 26, Mo,

Fejabar Penting delam Partai Politik

o (o | [ o o | @

[R.2. Pasak 1, avat 26, He.

00 | | B f e | [ et |

Duta Besar/Konsulat Jenderal Hegara Lain di Indenesia

Filsak yans terkait dengan PEP meliputi;
keduarga inti PEP tzrmasub anggote kelusrga sampal dengan derajak kedua;

IR.1. Pasal 33, hurof &, R.Z, Pasal &

perusahaan yang dimilisi, dikelela, dan/ atau dikendalikan sleh PES; dan

|=.Z. Pasal 5

pthek-prhak yasg secara umom dan diketshur poblilk mernpumyat
hubungan deket dengan PEP

R.2. Pasai 5

|meliputi &.1.;

Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh
Organisasi Internasional (prominent function ), seperti sendor manajer yang

R.3. Pasal 4, ayat 26, Ho: c.

Direkiur

R.3. Pasal 1, avet 26, Mo c.

Deputi Dirgktur

R.3. Pasal 1, ayat 26, Mo. c.

bt | o | =

Argaots Dewsn atau fundsi yang setara

R.3. Pasal 1, aval 26, Mo c.

{Contoh pada: Bank Dunia, IMF, ASEAN, PRB. ADB, |G, DECD)

pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pengadazn dan penyaluran

!pejabact, pegawai, petigas, dan setiap orang yang bekerja dalam bidang J
barang dan jasa publik, penerimaan negars atéu dasrah;

R, Pasal 3

peiabat, pegawal, akau setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama
[peny‘tdla jasa kewangan;

R.Z, Pasal 5

uranﬁ atau entitas yang namanya tercantum datam defear PES, daftar
terdugs teroris dan organtsact teroris, serta Daftar Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusninh Massel wang dikeluarkan oleh pemerintah danfatau
organisasi intemasional;

A2, Pasal 5, R.3. Pasal 30, hurut h
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POLIK b, 11; PDJH :14.'2&14 tentang rinsip H-enam& Hnsn.bah ol.eh Pen:.fedl-a

i Jasa Keuangan di Sekior Pasar Modal
Peraturzn Kepala Puset Pelaporan dan Analisis Transaksf Keuangan Nomar PER
R 0271 O2/PPATH/G2/ 4% tentang Kategor Pengguna Jasa yang Berpobens
Mexakitkan Tindak Pidana Pencucian Uang
w3 POUK Mo, 12/ POJK.0H /2017 tentang Benerapan Program Anti Pencucian Uang
" |dan Pencegahan Pendansar Tarorisite di Sektor Jasa Mevangan
PO Mo, 23/POJK.01 /2049 tentang Ferubahan POUK Mo. 12/ FOJK.01/2017
.4, [tentang Pencrapan Srogram Ant Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorsme di Sektor Jass Heuangan
H orang atau entitas yang namanya tercanturn dalam sanction st yang LE TRl
dikeluarkan oleh organisasi internasional; dan/ atau .
] |profes tertentu disntaranya
1 jadvaokat) pengacara) koasultan huakurm, R.1. Pasal §
2 |kurator, R.Z. Pasal &
1 |[notaris, R.2. Pasal 5
4 |Pejabal Pembuat Akta Tanah, | |R-2. Pasal §
B |akuntan, R.Z. Pasal§
& |akuntas padalik, .2, Pasal &
7 Eggrencana keuangan, atau B R.2. Pasal®
8 [konsultan pajak, R.1. Pazal §
% |termasuk karyawan yana hekerja cada kantor profesi bersebat di atas. R.2, Pasal 5
10 [korsultan kewangan,
4 § Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang inggi Rt Pagal 33, huruf &
di masyzrakat,
2 |pengarubmya yang signifikan, E.1. Pasal 33, huruf a.
3 |status selebntis, R.1, Pasal 33, huruf a.
dan/atau kombinasi dan posisiya dapal menempatkan Fenyedia Jasa
4 |Meuwangan di Sektor Pasar Modal dalam posisi bersixo, harus masuk datam R.1. Pasal 33, huruf &
kategori berisika tinggi
Pihzk lain sebagzimana dimuat dalam pedorman PPATK vang terkait dengan
e Orzng Fopuler Sscara Selitis (po!itfcally sxposed persons | B Poml s
™ Yurisdikei yang olenh orpamsas yang melakubkan muiual assesment terhadap | I’U . Pasal 33, huruf ¢,
sesuatu egara, sepertl
1 |Financiai Acticn Task Force on Money Loungering (FATF). | |r.1. Pasal 33, huruf .
2 |Asic Pacific Group on Money Laundering (APG), |R.1. Pasal 33, huruf ¢,
3 |Carrigean Finansiol Action Tosk Force (CFATF), R.1. Pasal 33, huruf c,
Committee of Experts on the Evalialion of Anti-Money Loundering Measure
4 and the Financial Terrorism [MONEYVALI, R.1. Pasal 33, huruf ¢,
5 Qa:-.jmn and Sauthern Africa Anti-Maney Loundering Groug (ESAMMLG), [R.1. Pasaf 33, hund <,
i The Eurostan Group on Combating Money Laundeing and Financing af |I!.1 - Pasal 33, hunif c.
Terrarism (EAG),
7 |The Growpe de Accion Financlera de Sudamerica (GAFISUD], [r.1. Pasal 33, huruf ¢
& |iztergovernmental Anol-Money Loundering Group in Africe (GIARA), ataw [R.1. Pasal 33, hurf <.
Hichadle Bast and North Afrfca Finansgiai Action Task Farce (MEMAFATFE) 3
9 | Siidentifikasi sebage: tidak secara memadal mataksanakan Rekomendass FaTe | [f1- Fasal 33, hundt <.
megara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melzksanakan
B rekomendasi Financial Action Task Force di bidang pencegahan dan K1 Pasabl
oemberancasan tindak pidana peacucian ueng dan cendanaan "
terorisme berdasarkan hasit evaluast {mutuel aisessment §;
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POLIE Nu. 22/POUK. ﬂ-i.-'lﬂH I:Er'rta?i Pﬂnﬁ-lp H&rgenal I‘ialsabah oleh Pemedia
Jasa Kevangan di Sektod Penar Modal
Peraburan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaks! Kzuangan Nomor: PER
R I0241_02 /PPATES T2/ 15 tentana Kategord Pengguna Jass vang Berpotensi
malakukan Tindak Fidana Pencucian Liang

POUK Mo 12/POJK.01,/ 2017 tentans Penevapan Program Anti Pencecian Uang
dan Percegehan Pendanaan Terorisme &i Ssheor Jasa Keuangan

FOK Mo, 23/P0UK, 01,2049 tentang Perubahan POJK Ko, 127/POI.01 F2097
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaarn
Terorismme di Sekior Jasa i{euanga.-'!

q .::.ng_ yang d1ketahu1 sacarg luas si mpar. 5.11 R.I Pasal &
dan pusat perdaganaan narkoba -

negara asing yang mertilixi tingkat teta kelola kepemerintahan yang
o rendah ztau dibawah 50 (ima puluh) berdasarkan woridwide R.%. Pasal 33, hurut ¢, R.2. Pasal &
governance indicstars terkint yang ditserbithan oleh WorldBank

nagara asing vang dikenal memitik: indeks persepsi korupsi yang
rendah atau indeks dibawah 40 (empat pulsh) berdasarkan
transparency fnternatianal [Transparancy [nternational Corruption
Peresption (ndex |,

R.4, Pasal 33, huruf o, B2, Pasal &

Hegara yang diidentifikasi sebagal yang tidak coorperative atau Toax Heaver

& |
oieh Organisation for Ceanamic Coorperation and Development (DECD. et PR, et £ R 7 Fria 6

G |Hegara terkena sanksi PBE

!
H [Hesara yang dikenel menerapkan banking secrecy laws yang katat
|

|Hegara yang dianggap merupakan sumber kegiaten terorisme, seperti yang
diidentifikasitan oleh Office of Foreign Asset Control {OFAC)

|riegara azau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat datam Pedaman PEATH yang

: Flg R.1. Pasal 3 :
terkait dengan Megara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries). .

Orang-orang yang 1irggal dan/atay mempunyai dang yang berasal dar negara-
nedara yang didentifikast oleh sumber-sisnber terpercaya memiliki standas
anti Pencwcian Usng yane tidak mencukupi atau mewakiil tindak pidana di
tingkat tinggl dan korupsi

a Jaca boristko tinggl berdasarkan faktor bisnis sebagal
iwkut

saha penusaran ?-ml.:ta acing non bark {perusahaan momey changer), dan jasa A1, Pasal 32, Wrfbi, 3, Pisal 7
~ngiriman uang ;
Affsiiore company termasuk Penyedia Jass Keugngan yang berlohast i Tax
dan/atau Secrecy hovens dan yurisdiksi yang thdak secara memadai R.%, Pasal 33, haruf b
melaksanakan rekomendasi FATF.
usaha penyedia mata wao digital
usaha penyelenggars transfer dana o bank, R.Z. Fasal 7
usaha agen perjalanas; R.1. Fasal 33, hwsrufb., R.Z. Paval 7
usaha yeng berbasis Lunal, diantararya A2, Fasal T
|minimarket, R.1. Pasal 35, buraf b., R.2. Pasal 7
jase pengeiola parkir R.1. Pasal 33, hun..ftl B2, Pasal 7
Stasiun Pengisian behan Bekar Umum (SPBU I 1. Pasal 33 , hurof b., F.2, Pasal 7
rurnah makan .1, Pasal 3.3. huruf b,
pedagang =i ulang puisa R.4. Pasal 33, huruf b.

R.7. Pasal 33, huruf a.

-]

| Ll =4 L]

A | e | e | e | =

G |usaba investasi berbasis emas atau logam mlia; A.L Fasal /
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Jasa He'..al_'r@n di Sektcu Pasiar Mi:rial

R.2

|Peraturan Kepala Fusat Pelaporan dan Analisis Transaks! Keuangan romor: FER
024102 /PPATKS D2/ 15 tentans Kategari Pengguna Jasa yang Berpobensi
malakukan Tindak Pldana Fencucian Lang

R.3.

POUE Mo, 12/P0JK.01/ 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uzng
dan Percegehan Pendanaan Terorisme di Sehear Jasa Keuandan

R4

[B0UK Mo, 23/P0JK.01/201% kentarg Perubahan POUJK Mo, 12/PEIK.O1 /207
tentang Pencrapan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme oi Sekior Jase Aegangan

Tl s pos

HaaF e
lalaan hasil hutan atau kebotanang

L, Pasal 7
fusaha di Bidang jass pengangkucan atau lan {frefeht farwarding | R.Z. Pasal 7
usaha di sidang properti, termasuk developer yang menjusal largsung ke B.7 Fasal T
propesLi masyarakat; iy
Iﬁ::::-l Eidang perdagangan kendaraan bermator yang merupakan basang A1, Fasal 33, henf b., R2, Pasal 7
il
:::::: di bidang perdagangan permata den perhiasan atau logam R.1. Pasal 33, bwrol b, B2, Pasal 7
usaha di idang perdagacgan barang sen: dan anik; R.T. Pasal 7
koperas yang melakulian kegiatan $Impan pinjam dengan nilai aset R Pasal 7
|&p 1,000, 0000000, - (satu milyar rugiah) atau lebih; dand/atau 3 E
usaha perdagangan skpor atau impor di bidang sumber dayz atam R.Z, Fasal 7

hawaki dan non hayati diantaranys minéak, mineral, dan batu bara,

usaha_gerdag,arg akspor imp

R.1. Pasal 33, burdf b.

Penjual Grosir (wholesellzr ) dan pengecer barang elektronik (khususnya di
zora perdagangen bebas)

R. 7, Pasal 33, huruf b,

Kasino dan executive club
Kantor Akuntam,

R Pasal 33, hurof b,

|Hantor Pengacara,

|Kantor Kurator

|santor Hotaris

|Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah

|Kanto- Konsultan Hukum:

|Kantor Konsultan Pajax

|Fantor Konsultan Ksuzngan

A

. Pasal 33, bt b,

Pensahaan Jasa Survergor [contoh: yeng furgsinya menilal kelayakan selbuan
renczna proyek)

[Usaha perdagangan senjata agi, banan pelecak dan zlutststa

nﬁiu-«:xi-ﬁ:-llmzpv!: zl=lr|l=|w|=

|Pertai Politik

AD |Brganisas: amal atau organisast ron profit lamoma,

AE |Lembaga Swadaya Masyarakat

AF Organisas: Kemasyvarakatan
Usaha lain sebagaimana dimiat dalam Pedoman PPATH yang terkait dengan 3

g e . bruf b.

AR Lzana yarg Beisike Tinggl (High Risk Business) 1 Paal 3o,
Kategori faktar ik dan/atau sebagai
berikut:

[ transfer dzna (wire trandfer | A.2. Fasal &
instrumen pembayaran lain (bearer negatiohie instruments ) diantaranya

E bityet giro, warkat atas bawa berupa cek, ok pelewat, sural sanggup A.2. Fasal &
beyar, dan sertifikat deposito

n oM

c Layanan cross border correspondent banking antara fam payable through le_ Pasal &

ecepurd |
& i £ 4 ]

B erecL!-onx honking 1ermasuk internet banking, phone banking, mobile 152, Pasal &
banking, sms banking; |

E layanan prima (privote borking | atau wesith management ; 8.2 Pasal B

F penitipan dengan pengelelaan (st ); |R.2 FasalB




PT Panin Sekuritas Thk.

Pedoman Fenerapan Anti Pencucian Pe han Pen Terarizme
Lampiran terkait Kategori Calon Nosabah dan Masabak Berisiko Tinggd

BOUK Ho, 22/POJH, 0472044 tentang Prinsip Mengenal Hasabah aleh Penyedia
Jasa Keuangan di Sekbor Pasar Modal
Peraturas Bapala Fusat Pelaporan dan Aralisls Trarsaks Kecangan Bomor: PERY
R 20201, 02 FPEATE DR 1S tentang Kategon Pengguna Jasa yang Berpotensi
lakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
POUK Mo, 12/PCJK.0172017 tentang Penerapan Program Aot Pencuecian Lanw
“|dan Pencegatar Pendanaan Terorisme di Sekbor Jasa Heuangan
POUK Mo. 23/ POJH.01 /209 tertang Perubshan POJK Ho, 1252008, 0172017
R.4. [tertang Panerapan Progran Anti Pencucian Uarg dan Pencegahan Pendznaan

Terorisme di Sekbor Jasa H.euuﬁan

F.1.

R.3

G alak pem_yarwn mengpunakan kartu an tara lain kartu kredit, kartu atm, 8.7 Pasal &
kartu debit;
|kontrak seneelofaan dana (discredionary fund §; A, 2. Fasal &
[ custedian; A2 Fasal &
J non aeposit arcount services antara Ban onit Tink | reksadana; safe deposil A.Z. Pasal B
{box , obikasi, sural utang Megara; A
K -y - R.Z. Pasal &
L produls komoditi berjangka; canfatau A2, Pasal &
M cadal emas. R.L. Pasal 8




